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Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) 

1. Mampu menganalisis dan menerapkan hukum positif pada permasalahan hukum bisnis dengan 
memperhatikan perkembangan bisnis di era digital dan global; 

2. Mampu menerapkan pikiran ilmiah dan bertanggungjawab pada profesi praktisi dan akademisi di bidang 
hukum bisnis dengan memperhatikan perkembangan bisnis di era digital dan global; dan 

3. Mampu menerapkan teori hukum, hukum materiil dan hukum formil dalam bidang hukum bisnis dengan 
memperhatikan bisnis di era digital dan global. 
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Capaian Pembelajaran Mata 
Kuliah 
(CPMK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan asas dan teori dalam hukum acara pidana. 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur dan tahapan praktik perkara pidana yang berlaku di Indonesia. 
3. Mahasiswa mampu menyusun dokumen praktik perkara pidana. 
4. Mahasiswa mampu memsimulasikan praktik persidangan perkara pidana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korelasi CMPK Terhadap Sub-CPMK  
 

 Sub CPMK 
CPMK 

1 2 3 4 

Sub-CPMK1 √ √   

Sub-CPMK2 √ √   

Sub-CPMK3 √ √ √  

Sub-CPMK4  √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskripsi Singkat Matakuliah  Mata kuliah ini mempelajari asas, teori, dan ketentuan hukum yang mengatur proses peradilan pidana, 
mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan, serta melatih kemampuan mahasiswa dalam 
menyusun dokumen dan mensimulasikan praktik perkara pidana sesuai KUHAP. 

Bahan Kajian / Materi 

Pembelajaran 

1. Pengertian, fungsi, dan tujuan hukum acara pidana. 
2. Sejarah pemberlakuan hukum acara pidana. 
3. Asas-asas hukum acara pidana dan wewenang mengadili. 
4. Teori pembuktian dan jenis putusan pengadilan. 
5. Pemeriksaan dan upaya paksa. 
6. Praperadilan. 
7. Pra penuntutan dan penuntutan. 
8. Pemeriksaan di persidangan. 
9. Upaya hukum. 
10. Praktek persidangan perkara pidana. 
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Pustaka 1. Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Jakarta :Kencana Prenada 
Media Group. 
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Mata Kuliah Syarat  Hukum Pidana 

- Minggu 
ke – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan 

akhir tiap tahapan 
belajar) 

 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 
(Media dan 

Sumber Belajar) 
 

Waktu 
(menit) 

 

Penilaian 

 

Kriteria dan 
Bentuk 

 

Indikator 
Bobot 

(%) 

1 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
asas dan teori 
dalam hukum 
acara pidana. 

 
   

1. Penjelasan RPS dan 

Kontrak Kuliah. 

2. Pengertian, fungsi, dan 

tujuan hukum acara 

pidana. 

 

 

 

 

1. Pengarahan. 
2. Ceramah. 
3. Diskusi. 
4. Umpan balik. 

4 sks x 45 

Kriteria: 

Rubrik 

 

Teknik 
non-test: 

Tingkat 
pemahama
n 

 

 

Ketepatan memahami 
kontrak perkuliahan 
dan materi pengantar. 

5% 
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2 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
asas dan teori 
dalam hukum 
acara pidana. 

Sejarah pemberlakuan 

hukum acara pidana. 

1. Pengarahan. 
2. Ceramah. 
3. Diskusi. 
4. Umpan 

balik. 

4 sks x 45 

Kriteria: 

1. Rubrik 
2. Keaktif

an 
mahasi
swa 
dalam 
berdisk
usi 

 

Teknik 
non-test: 

Tingkat 
pemahama
n 

 

Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan 

5% 

3 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
asas dan teori 
dalam hukum 
acara pidana.  

 

Asas-asas hukum acara 

pidana dan wewenang 

mengadili. 

 

1. Pengarahan. 
2. Ceramah. 
3. Diskusi. 
4. Umpan balik. 

4 sks x 45 

 Kriteria: 

1. Rubrik 
2. Keaktif

an 
mahasis
wa 
dalam 
berdisk
usi 

 

Teknik 
non-test: 

Meringkas 
materi 
kuliah 

 

Pemahaman 

mengenai asas-asas 

hukum acara pidana 

dan wewenang 

mengadili. 

5% 
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4 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
asas dan teori 
dalam hukum 
acara pidana.   

Teori pembuktian dan jenis 

putusan pengadilan. 

1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Umpan balik. 
4. Studi kasus 

 

4 sks x 45 

Kriteria: 

1. Rubrik 
2. Keaktifan 

mahasisw
a dalam 
berdiskusi 

 
Teknik 
non-test: 
Tingkat 
pemahama
n 

 

 

Pemahaman 
mengenai teori 
pembuktian dan 
jenis putusan 
pengadilan. 

5% 

5 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
prosedur dan 
tahapan 
praktik 
perkara pidana 
yang berlaku 
di Indonesia. 

 

Pemeriksaan dan upaya 

paksa. 

1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Umpan balik. 
4. Tugas 

membuat 
surat kuasa 

4 sks x 45 

Kriteria: 
1. Rubrik 
2. Keaktifan 

mahasisw
a dalam 
berdiskusi 

 

Teknik 
non-test: 

Meringkas 
materi 
kuliah 

 

1. Pemahaman 

mengenai 

pemeriksaan dan 

upaya paksa. 

2. Kemampuan 

membuat surat 

kuasa. 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
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6 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
prosedur dan 
tahapan 
praktik 
perkara pidana 
yang berlaku 
di Indonesia.   

Praperadilan. 

1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Umpan balik. 
4. Studi kasus 

4 sks x 45 

 Kriteria: 

1. Rubrik 
2. Keaktif

an 
mahasis
wa 
dalam 
berdisk
usi 

 

Teknik 
non-test: 

Tingkat 
pemahama
n 

Ketepatan dalam 

memahami ruang 

lingkup dan tahapan 

praperadilan. 

5% 

7 

1. Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

prosedur dan 

tahapan praktik 

perkara pidana 

yang berlaku di 

Indonesia. 

2. Mahasiswa 

mampu 

menyusun 

dokumen 

praktik perkara 

pidana. 

Pra penuntutan dan 

dakwaaan 

 

1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Umpan balik. 
4. Studi kasus 

4 sks x 45 

Kriteria: 
1. Rubrik 
2. Keaktifan 

mahasiswa 
dalam 
berdiskusi 

3. Kemampua 
menyusun 
dakwaan 

 

Teknik 
non-test: 

Tingkat 

pemahama
n 

Ketepatan 

memahami tahap 

pra penuntutan dan 

penuntutan. 

15% 

8 
 
 
 
 
 

Ujian Tengah Semester 
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9 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

prosedur dan 

tahapan praktik 

perkara pidana yang 

berlaku di 

Indonesia. 

Acara pemeriksaan biasa, 

singkat, dan cepat. 

1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Umpan balik. 
4. Studi kasus. 

4 sks x 45 

Kriteria: 
1. Rubrik 
2. Keaktifan 

mahasiswa 
dalam 
berdiskusi 

 

Teknik 

non-test: 
Tingkat 
pemahaman  

Ketepatan dalam 
memahami dan 
menjelaskan 
Acara 
pemeriksaan 
biasa, singkat, dan 
cepat. 

5% 

10 

1. Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

prosedur dan 

tahapan praktik 

perkara pidana 

yang berlaku di 

Indonesia. 

2. Mahasiswa 

mampu 

menyusun 

dokumen praktik 

perkara pidana. 

Tahap pemanggilan dan 

pembacaan dakwaan 

1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Umpan balik. 
4. Studi 

kasus. 
5. Membuat 

surat 
pemanggilan 
dan 
dakwaan. 

4 sks x 45 

 Kriteria: 

Rubrik 

 

Teknik 

test: 

Membuat 
surat 
pemanggilan 
dan 
dakwaan. 

Kemampuan membuat 

surat pemanggilan dan 

dakwaan. 

15% 



No. Dokumen : 4FM-DP40103  Revisi : 01                   Tgl. Berlaku : 02 September 2024 
 

Page 8 of 11 

11 

Mahasiswa 

mampu 

menyusun 

dokumen 

praktik perkara 

pidana. 

Eksepsi, jawaban terhadap 

eksepsi, dan putusan sela. 

1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Umpan balik. 
4. Studi 

kasus. 
5. Membuat 

Eksepsi, 
jawaban 
terhadap 
eksepsi, 
dan 
putusan 
sela. 

4 sks x 45 

 Kriteria: 

1. Rubrik 
2. Keaktif

an 
mahasis
wa 
dalam 
berdisk
usi 

 

Teknik 
test: 

Membuat 

Eksepsi, 
jawaban 
terhadap 
eksepsi, 
dan 
putusan 
sela.  

 

Kemampuan 

membuat Eksepsi, 

jawaban terhadap 

eksepsi, dan putusan 

sela. 

15% 
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12 

Mahasiswa 

mampu 

menyusun 

dokumen 

praktik perkara 

pidana. 

Pembuktian dan tuntutan 

pidana 

1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Umpan balik. 
4. Studi 

kasus. 
5. Membuat 

tuntuan 
pidana 

4 sks x 45 

Kriteria: 
1. Rubrik 
2. Keaktifan 

mahasiswa 
dalam 
berdiskusi 

 

Teknik 
test: 

Membuat 
tuntutan 
pidana. 

1. Pemahaman 

mengenai proses 

pembuktian. 

2. Kemampuan 

membuat tuntutan 

pidana. 

10% 
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13 

Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
dokumen 
praktik 
perkara 
pidana. 

Pledoi, replik, duplik, dan 

putusan hakim. 

1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Umpan balik. 
4. Studi kasus. 
5. Membuat 

pledoi, replik, 
duplik, dan 
putusan hakim. 

6. BAGI 
KELOMPOK 
PRAKTIK 
BERACARA 

4 sks x 45 

 Kriteria: 

1. Rubrik 
2. Keaktifan 

mahasiswa 
dalam 
berdiskusi 

 

Teknik 
test: 

Membuat 
pledoi, 
replik, 
duplik, 
dan 
putusan 
hakim. 

Kemampuan 

membuat pledoi, 

replik, duplik, dan 

putusan hakim. 

15% 

14 

Mahasiswa 

mampu 

menyusun 

dokumen 

praktik perkara 

pidana. 

Upaya hukum biasa dan 

upaya hukum luar biasa. 

 

1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Umpan balik. 
4. Studi kasus. 
5. Membuat 

memori 
banding-kontra 
memori 
banding, 
memori kasasi-
kontra memori 
kasasi, memori 
PK-kontra 
memori PK. 

6. Penyusunan 
berkas perkara 

4 sks x 45 

 Kriteria: 
1. Rubrik 
2. Keaktifan 

mahasiswa 
dalam 
berdiskusi 

 

Teknik 
test: 

Membuat 
dokumen 
upaya 
hukum. 

Kemampuan 

membuat dokumen 

upaya hukum 

10% 
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15 

Mahasiswa 
mampu 
memsimulasik
an praktik 
persidangan 
perkara 
pidana. 

Praktek persidangan 

perkara pidana. 

Simulasi 
persidangan 
perkara 
pidana. 

4 sks x 45 

Kriteria: 

Rubrik 

 

Teknik 
non-test: 

Praktik 
sidang 

Pengetahuan 

hukum, kualitas 

argumentasi, 

kemampuan 

menjawab 

pertanyaan, 

performa dan gaya 

presentasi, serta 

manajemen waktu 

dan tim. 

25% 

16 Ujian Akhir Semester 

  


